PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR ¥/ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TAHUN 2017 -

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASL, TUGAS DAN FUNGSI =~
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN

PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT =

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RN

a.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah 'No'nior f8'..’ifahiii"i BRI

2016 tentang Pembentukan dan Susunan, ‘Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah
diubah beberapakali - dan terakhir ﬂeﬁgaﬁ"iﬁéréﬁufén' R i
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan .
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat - gt
telah  dibentuk  Dinas Tanaman - Palgga'g_f cian

Hortikultura Provinsi Kalimantsn Barat;

bahwa dalam rangka efisiensi danefektmtas o _
pelaksanaan ‘tugas, fungsi, dan tata -kerja-.}a_eﬂin'duﬁgé;}f-_-' e

tanaman  pangan dan  hortikultura ‘di - Provinsi .
Kalimantan Barat, maka  Unit 'Peialgs'ana Teknis

Perlindungan  Tanaman Pangan  dan -HbﬂikuIthé':3"_.:_'_':
Provinsi Kalimantan Barat yang . telah dlbentuk
berdasarkan Peraturan Gubetnur Nomor: 84Tahun
2017, perlu dilakukan penyesuaian dan f{jémb_'af_h;azi; LT "
bahwa  berdasarkan pertimbangan--'f'-__sebagéimaif{a"[';'_"__'f_.
dimaksud dalam haraf a dan huruf b, perlu |
| ahan

Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 ;3Tahuﬁ"'zf_"-20"1"f?_ S S
tentang Pembentukan, Susunan OrganiSQSi,'- qua_s' dan et
Fungsi serta Tata Ketja Unit Pelaksana Teknis

menetapkan Peraturan Guberdur tentang Pery

Perlindungan - Tanaman Pangan dan’ Homkultura i

Provinsi Kalimantan Barat;

poal A8 evat (6] Undang-Undang: Dasar Negara =~

Republik Indonesia Tahiin 1945;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 teﬁtaﬂg |
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom = Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indo:ﬂema

Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembatan i\%egara- ) g

Republik Indonesia Nomor 5170}; S
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2_013 _teﬁtarig'_[ |

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran =

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor o -

5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentéinéf IR
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk-:;“g S
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran TR
Negara Republik Indonesia Nomor - 5587} sebagaamana'-_:

telah diubah beberapa kali dan- terakhn dengem SRR B
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 % anﬂf C1pta' '. : _

Kerja (Lembaran Negara Republik IndoﬁéSia Tahun 2020':..' RN e
Nomor 245, Tambahan Lembaran" Negara Repubhk R

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 ten’cang
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Repubhkf_]"- S
Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran‘-g._] SR

Negara Republik Indonesia Nomor 3586); .

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten‘i:ang'_

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia’

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan _Lembara:ﬁ._ Negara-'g_-_}_ Do
Republik Indonesia Nomor 3887) ..sebag&imé;i}.aﬂ_téléﬁ'Zf o

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun -

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah._"f' S D
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraﬁgkat }Z}aerah*--_ = B e
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019_.;
Nomor 187, Tambahan Lembaran. Negara Repubhk S

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; i e
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Caba.ngigi-f et
Dinas dan Unit Pelaksana Tektiis Daerah (Berlta Negara' S

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
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Menetapkan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun: 2017
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan’ Fungs1 ‘serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Horukultura
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahunf'-_ A

10.
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Peraturan Daerah Nomor 8 Tahuri':;"z‘()l”é” 'ten'téiﬁg'-;'é |
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi =

Kalimantan Barat (Lembaran Daeiah “Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan_’_ e =
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan: Barai Nomor 6}~

sebagaimana telah diubah beberapakah dan terakmr

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentsmg"- R
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 =
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan =
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembara’n" R Lo
Daerah Provinsi Kalimantan Barat’ Tahun 2021 Nomor: .
5, Tambahan Lembaran Daerah . Provmsz Kahmaﬂtan SHR

Barat Nomor 3);

Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahum 2021 tentemg N
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan - Fungsn S
serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan _ dan'_'--: SRy
Hortikultura Provinsi Kalimantan Beuat (Beﬂta Daerah;f-_ e

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20 Norr*m 55}

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG - PERUBAHAN ‘ATAS =~

PERATURAN GUBERNUR NOMOR - 84 TAHUN 2017 = .
TENTANG ~ PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, =
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT’-‘*--_:';.:-_-z'_:.f-
PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN-.}; b

DAN HORTIKULTURA PROVINSI I{ALIMANTAE\E BARAT

Pasall

2017 Nomor 84}, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai .beﬁk'l_if .

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan c
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat, '

1.
2.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagal unsur’ penvelenggala

pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan = urusan

pemerintahan yang menjadl kewenangan Provinsi Kahmantan Ba1 a‘t
Gubernur adalah Gubernur Kahmantan Barat.

Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortlkultura PlOV‘ﬂ‘lSI e
Kalimantan Barat.
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Kepala Dinas adalah Kepaia Dinas Tanaman Pangan d'rl'ﬂ Horukuitura: o

Provinsi Kalimantan Barat. L
Unit Pelaksana Teknis Perhndungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

vang selanjutnya disebut. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan’
Hortikultura adalah wunit teknis ' operasional yang melaksanakan -
kegiatan teknis tertentu di bidang perlmciungan tanaman pangan dan

hortikultura.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pan’gaﬁ dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipi} Negara vang selanjutnya disingkat ASN adalah profes'l_
bagli pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjamlan-
kerja yang bekerja pada instansi pemerlntah

Pegawal Aparatur Sipil Negara vang selanjumya disebut Pegawal ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian - I A,
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi. mgas negarai_ _

lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. _
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga*

negara Indonesia yang memenuhi syardat tertentu, diangkat sebagai |

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawalan untuk”'_"
menduduki jabatan pemerintahan. 2

. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berlsi fungsz dan RE Rt |
tugas berkaitan dengan pelayanan publik = serta &dl‘}‘lll’ﬂSU’&Sl o

pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudulﬁ Jabatan R

Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang be:ﬂsi fungsz dan s e
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan padaﬂ._' A

keahlian dan keterampilan tertentu.’

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN .yang menduduiﬂ Jabatan”.

Fungsional pada instansi pemerintah.

Tanaman pangan adalah tanaman semusim’ yang m&hputl tanaman- f. =
padi dan tanaman palawija. : 3

Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasﬂkaﬂ buah e
sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di, dalamnya jamur, .
lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagaa sayuran bahan obat_'f_? NI b

nabati, dan/atau bahan estetika.

Organisme Pengganggu Tumbuhaﬂ yang selan;umya d1sebut OP”:' ':- b
adalah semua organisme yang dapat memsak mengganggu kehzdupan
atau menyebabkan kematian pada tumbuhan tanaman: ‘pangan dem-_ RS

hortikultura termasuk di dalamnya hama, penyakzt dan gu]ma.

Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah keiugaan_
pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh OPT, L

Pengamatan adalah kegiatan perlindungan dan jpengumpu}an mfmmasz;
tentang keadaan populasi atau tingkat serangan, jenis dan penyebaran_ IR R
OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya’ pada Waktu dan tempa‘t R PR

tertennfu.

Peramalan OPT adalah kegiatan untulk menduga atau memperkzrakan::si
kemungkinan terjadinya @ suatu serangan -dan penyebaran OP’T."_}_'_T? ORI

berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. . -
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23.

24,
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26.
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. Peramalan OPT adalah kegiatan untuk menduga atau memperkirakan =

kemungkinan terjadinya suatu serangan dan penyebaran OPT
berdasarkan faktor yang mempengaruhinya.

Rekomendasi pengendalian adalah saran vyang . mfamya unmk S
melaksanakan tindakan pengendalian dengan menggunakan teisnolcgl

pengendalian spesifik lokasi berdasarkan prinsip-prinsip- Pengendahan
Hama Terpadu (PHT). :

Pengendalian OPT adalah kegiatan yang mehputl pelaksanaan' FE
pengamatan, peramalan, pemeriksaan, penyaringan dan pengendaizaﬁ
OPT, analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT, bimbingan =~
pengendalian OPT, pengembangan metode perigamatan/ peramaian/_'_--"_'_é S
pengendalian/tindakan karantina, . pemantauan daerah sebar OPT SR

pembuatan koleksi, visualisasi dan mformasx

Pengendali OPT adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang. chberi tugas, | -
tanggung jawab dan hak oleh pejabat yang berwenang pada satuan: -
organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiaian pengendahan' L

OPT.

Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat péngatur i:urribuh’ "dziﬁ' : Sk _'
perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik. atau virus yang SEUE RS Nt

digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.:

Residu pestisida adalah kandungan - pestisida yang berada pada_"_

jaringan tanaman atau hasil pertanian, tanah dan air.

Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyaklt yang selan‘}umya}'_;l-_:
discbut LPHP adalah pusat peramalan dan pengamatan OPT di- suatu - 0
sistim di lingkungan pertanian serta sebagai: pusat pengembangan‘ R

teknologi perlindungan tanaman.

Eksplosi adalah serangan OPT yang szfatnya mendadak populasmya

berkembangnya sangat cepat dan menyebar luas dengan cepat

.Bencana alam adalah kejadlan alam yang: memmbulkan kerusakan’j--_-';f'
pada tanaman pangan misalnya banjir, kekermgan gunung meletus S

tanah longsor dan gempa bumi.

Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman atauif ': £ S
sisa/bagian tanaman terserang dan benda lain jang menycbabkah: SRRy
tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan® dengan dicabut. atau e
dibabat kemudian dibakar atau dibenamkan ke dalam tanah di 101{&815-

tertentu.

Ketentuan Pasal 6, diubah, sehingga berbunyi sebaga1 berikut

(H

. Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Perimduﬁgaﬁ ’I‘a.nman Pangan dan o

Hortikultura terdiri dari :
a. Kepala UPT,
b. Sub Bagian Tata Usaha:,

c. Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendahaﬁ O1gan1sme

Pengganggu Tumbuhan; dan

d. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengawasan Pestisida;
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(4) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan ‘dan
Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

}Ejeti?tuan Bagian Ketujuh dan Pasal 15 diubah, schingga berbunyi sebagai
erikut ;

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi,
Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas vyang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 {satu) Pasal yakni Pasal 18A,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan
setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Bagi Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penyetaraan maupun
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,
dapat ditetapkan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan
kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama vang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan
dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di Bidang Organisasi.
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6. Ketentuan Pasal 23 diubah, se'hingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Perlindungan
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Provinsi
Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada
penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

ey g

pada tanggal (o ™er G0
(?Q GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, &

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal T 2o

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR Efﬁg .




LAMPIRAN '

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021 o
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TAHUN o
2017 TENTANGN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLENDUNGAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMAN iAN BARAT

KEPALA UPT
SUB BAGIAN
TATA USAHA .
SEKSI CsEKST
DAN PENGENDALIAN o ANA DAN
ORGANISME PENGGANGGU P ENG"”‘WASAN_PE_S?ISED@ 5
TUMBUHAN - S

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT; &~

£ SUTARMIDJI .




